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ABSTRACT

Problem (GAP): Drug abuse is one of the serious problems faced by Indonesia,
especially in the City of Palangka Raya. From the graph of drug cases from 2015-2023, it is
stated that there has been a high spike in drug abuse. Purpose: To explain the efforts made by
the Palangka City Government Raya handles and prevents drug trafficking from a community
protection perspective. Method: This research uses a descriptive qualitative research method
with an inductive approach. Data collection techniques used by researchers are interviews,
observation, documentation. The theory used is the Prevent Early Detection Theory by Eva
Eviany & Sutiyo 2023. Results: That Kesbangpol is still having problems in preventing drug
trafficking due to the lack of public awareness of the dangers of drugs. Conclusion: The
conclusion is that Kesbangpol has attempted various programs, namely continuous
socialization and the establishment of the Bersinar Village to be good at preventing the
circulation of drug abuse.
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ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan
serius yang dihadapi oleh Indonesia,khususnya di Kota Palangka Raya.Dari grafi kasus
narkoba dari tahun 2015-2023 disebutkan mengalami lonjakan yang tinggi tentang
penyalahgunaan narkoba Tujuan: Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota
Palangka Raya menangani dan mencegah peredaran narkoba dalam perspektif perlindungan
masyarakat. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif
dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah
wawancara, observasi, dokumentasi. Teori yang digunakan ialah Teori Cegah Deteksi Dini
oleh Eva Eviany & Sutiyo 2023. Hasil: Bahwa Kesbangpol masih terkendala dalam mencegah
peredaran narkoba dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba.
Kesimpulan: Kesimpulannya bahwa Kesbangpol telah mengupayakan berbagai Program
yakni sosialisasi berkelanjutan serta penetapan Kelurahan Bersinar dengan baik dalam
mencegah peredaran penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci: Perlindungan Masyarakat; Cegah Deteksi Dini; Narkoba
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I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencegahan (prevention) yakni sebuah bentuk upaya pada serangkaian kebijakan, program, dan
tindakan pemerintah yang dirancang untuk menghindari atau mengurangi risiko terjadinya
masalah tertentu,Cegah Deteksi Dini istilah yang merujuk pada tindakan dan upaya untuk
mencegah dan mendeteksi kondisi sedini mungkin. Konsep ini bertujuan untuk
mengidentifikasi masalah sebelum berkembang menjadi lebih parah, sehingga memungkinkan
penanganan yang lebih efektif dan mengurangi risiko lebih serius.Kehadiran Pemerintah disini
tentu untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga masyarakat dari bahaya narkoba.
Salah satu faktornya yaitu kemudahan akses terhadap narkoba akibat maraknya peredaran
gelap. Jaringan distribusi narkoba yang canggih dan terorganisir membuat narkoba semakin
mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, kurangnya pemahaman dan
kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba juga menjadi faktor penting yang memperburuk
situasi ini.Melihat kondisi masyarakat dari grafik pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkoba
Tahun 2015-2023 di Kota Palangka Raya ditunjukan pada hasil tabel berikut :
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Gambar 1.1
Grafik Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba 2015-2023

Tabel dan grafik di atas menggambarkan data pengungkapan tindak pidana narkotika
oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) dan
jajarannya dari tahun 2015 hingga 19 September 2023. Terjadi fluktuasi dalam jumlah kasus
dan tersangka setiap tahun. Puncak jumlah kasus terjadi pada tahun 2016 (857 kasus) dan
jumlah tersangka tertinggi pada tahun 2018 (975 tersangka). Tahun 2023 menunjukkan tren
penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan data hingga 19
September. Jumlah kasus dan tersangka mengalami fluktuasi, sementara jumlah barang bukti
yang disita, terutama shabu, menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Data ini
mengindikasikan perlunya terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan untuk
mengatasi permasalahan narkotika di wilayah tersebut. Berdasarkan penjabaran yang telah
diuraikan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti sebuah penelitian dengan judul “Cegah
Deteksi Dini Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah”



1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pencegahan (prevention) yakni sebuah bentuk upaya pada serangkaian kebijakan, program, dan
tindakan pemerintah yang dirancang untuk menghindari atau mengurangi risiko terjadinya
masalah tertentu,Cegah Deteksi Dini istilah yang merujuk pada tindakan dan upaya untuk
mencegah dan mendeteksi kondisi sedini mungkin. Konsep ini bertujuan untuk
mengidentifikasi masalah sebelum berkembang menjadi lebih parah, sehingga memungkinkan
penanganan yang lebih efektif dan mengurangi risiko lebih serius.Kehadiran Pemerintah disini
tentu untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga masyarakat dari bahaya narkoba.
Tidak adanya pola yang konsisten dalam jumlah kasus dan tersangka menunjukkan bahwa
upaya pencegahan dan penindakan mungkin tidak berjalan secara berkesinambungan atau ada
faktor lain yang mempengaruhi peredaran narkoba. Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis
pencegahan yang mempengaruhi fluktuasi jumlah kasus dan tersangka, penyebab peningkatan
peredaran dengan upaya agar kasus narkoba di Kota Palangka Raya bisa menurun.

1.3 Penelitian Terdahulu

Tinjauan ini dilakukan untuk membandingkan kesamaan maupun perbedaan dari penelitian
terdahulu. Tingginya angka pengguna narkoba disebut karena faktor keterbatasan Sumber
Daya Manusia (Yohanna Florensia,2020).Perubahan nilai peserta sosialisasi sebelum dan
setelah diberikan materi, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan peserta tentang
bahaya penyalahgunaan narkoba sebelum dan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi (Muthia
Aryuni,2022).Penelitian ini dimaksud guna membandingkan keefektifan penanganan narkoba
lewat sosialisasi dengan hasil perlunya peningkatan SDM akan narkoba (Muhamad Jihad
Baharuddin, 2020).Kemudian penelitian ini ingin mengetahui strategi pencegahan narkoba
berbasis kekeluargaan mampu menurunkan angka pengguna narkoba (Ahmad Ilham Fili, 2020)
Setelah itu partisipasi masyarakat bisa dibilang kurang karena belum ada kesadaran untuk
melaporkan pada pihak berwajib akan tersangka narkoba (M.Linul Puadi, 2022)

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Tinjauan penelitian sebelumnya dimaksudkan untuk membuktikan keaslian dari karya yang
diteliti (kebaharuan). Kebaharuan penelitian atau novelty penelitian ini terletak pada fokus
kajian pada cegah deteksi dini dengan objek pencegahan dan penanganan peredaran narkoba
di Kota Palangka Raya yang belum pernah dianalisis oleh peneliti lain sebelumnya dan tidak
ditemukaan hasil penelitian mengenai narkoba yang dipengaruhi oleh persoalan data.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan permasalahan di atas yaitu untuk mengetahui

dan menjelaskan bagaimana cegah deteksi dini dalam pencegahan perederan narkoba di Kota

Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, yang dijabarkan dalam tiga dimensi yaitu:

1. Mendapatkan gambaran upaya pencegahan untuk menekan angka kasus narkoba oleh
pemerintah.

2. Mendapatkan gambaran upaya pengamatan untuk mencegah narkoba dengan menargetkan
kalangan mana saja yang rentan narkoba.

3. Mendapatkan gambaran upaya pengumpulan keterangan sebagai langkah integrasi dalam
menghentikan peredaran narkoba.



ILMETODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif
untuk menggambarkan permasalahan, mengenali permasalahan yang terjadi, interpretasi dan
analisis yang mendalam dari data tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik.
Menurut Schumacher (Soejono,2012)Pendekatan kualitatif biasanya dikenal sebagai
pendekatan investigatif karena dalam proses pengumpulan datanya,peneliti harus berinteraksi
secara langsung dengan narasumber di lokasi penelitian.Dari hal tersebut menjelaskan bahwa
pendekatan kualitatif ialah penelitian yang menggunakan data bukan dari prosedur statistik
atau hitung-hitungan serta berusaha memahami dan menjabarkan maksud dari suatu kejadian
interaksi manusia disaat kondisi tertentu menutur perseptif peneitian itu sendiri.Simangunsong
mengemukakan bahwa dalam metode penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan
menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan disempurnakan dengan
triangulasi masing-masing teknik dapat digunakan tersendiri. Beberapa teknik pengumpulan
data yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara
Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan interview bersama informan
peneliti bisa mendapatkan informasi atau data lebih banyak dengan demikian peneliti
bisa paham akan budaya dengan bahasa serta gestur tubuh dari objek yang sedang di
interview serta bisa mengklarifikasi sesuatu yang tidak sesuai. Menurut Esterberg
(2015) membedakan wawancara menjadi 3 macam, yaitu Wawancara Terstruktur,
Wawancara ini dibuat ketika penulis mengetahui secara pasti bahwa ia akan
memperoleh informasi. Dalam wawancara ini, penulis memberikan pertanyaan serupa
kepada setiap responden yang ada.Wawancara Tidak Terstruktur, wawancara ini
merupakan wawancara independen. Para penulis tidak menggunakan instruksi
terstruktur secara sistematis, melalui wawancara penulis berusaha untuk mengajak
responden berbicara lebih terbuka atau terang-terangan dan memberikan informasi
yang lebih mendalam.Wawancara Semi Terstruktur, wawancara ini merupakan yang
lebih fleksibel dan bebas dibandingkan wawancara terstruktur dimana pertanyaan yang
digunakan adalah pertanyaan dasar disertai beberapa pertanyaan pilihan yang
mengikuti tergantung arah wawancara yang berlangsung.
2. Observasi

Merupakan teknik selanjutnya dari teknik pengumpulan data pada penelitian
dilaksanaakan mengunakan cara sistematik atau dilakukan dengan berdasarkan
kejadian nyata serta bisa di analisa ketika masalah tersebut berlangsung. Menggunakan
metode observasi lebih efektif di bandingkan menggunakan metode survey. Tujuan
observasi ialah mendeskripsikan keadaan ketika observasi. Kualitas penelitian biasanya
ditentukan melalui seberapa mendalami peneliti paham terkait keadaan yang
menggambarkan kejadian senyata mungkin (Semiawan, 2010). Observasi memiliki
sejumlah bentuk, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur dan observasi
kelompok. Adapun penjelasanya antara lain Observasi Partisipasi ialah mengumpulkan
sumber penelitian dengan mengamati dan mendalami permasalahan dimana peneliti
mengikut kegiatan keseharian informan.Observasi tidak terstruktur digunakan dengan
tidak memakai pendoman observasi agar peneliti bisa mengembangkan
pengamatannya dengan perkembangan yang terjadi di lapangan langsung.Observasi
kelompok digunakan bagi sekelompok peneliti dengan menggunakan isu aktual yang
dijadikan objek penelitian.



3. Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data biasa dipakai untuk
menelurusi data history.dokumen tentang orang,kelompok, peristiwa, kejadian pada
situasi sosial sangat berguna untuk penelitian kualitatif menurut Yusuf (2014:391).
Cara pengumpulan data dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
mengumpulkan arsip peninggalan begitu juga buku yang berisi teori, dallil atau dasar
hukum serta pendapat yang terkait masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif
teknik pengumpulan data. Data ini meliputi SOTK Kesbangpol,peraturan-
peraturan, foto,program strategis Kesbangpol serta data-data relevean terkait penelitian.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

Tersangka penyalahgunaan narkoba masih terbilang tinggi dan semua kalangan dari
remaja hingga dewasa terlibat.Berikut tabel yang disajikan penulis berdasarkan temuan yang
didapatkan
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Gambar 3.1
Klasifikasi Tersangka Narkoba di Kota Palangaka Raya Tahun 2020-2023

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel mengenai klasifikasi tersangka narkoba di
Kota Palangka Raya dari tahun 2020 hingga 2023, berikut adalah hasil dan pembahasan
mengenai beberapa kategori penting: peran, jenis kelamin, pendidikan akhir, usia, dan
pekerjaan tersangka. Jumlah kurir/pengedar tetap tinggi dan dominan setiap tahunnya, dengan
puncak pada tahun 2021 sebanyak 731 orang dan menurun menjadi 483 pada tahun
2023.Melihat dari gender,laki-laki mendominasi jumlah tersangka setiap tahun, menunjukkan
bahwa laki-laki lebih terlibat dalam kasus narkoba dibandingkan perempuan. Serta Mayoritas
tersangka memiliki pendidikan SMA atau sederajat, menunjukkan bahwa kelompok ini
mungkin lebih rentan atau lebih terpapar terhadap aktivitas narkoba dibandingkan kelompok



dengan pendidikan yang lebih rendah atau lebih tinggi dimana angka tersangka dengan
pendidikan SMA meningkat dari 335 pada tahun 2020 menjadi 419 pada tahun 2023.
Kemudian melihat dari perspektif umur tersangka dalam kelompok usia 31-40 tahun meningkat
secara signifikan, menunjukkan bahwa kelompok usia ini mungkin menjadi target utama atau
lebih terlibat dalam aktivitas narkoba dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah perlu melakukan upaya dalam bentuk Pemerintah Kota Palangka Raya
dalam menuntaskan permasalahan peredaran narkoba melibatkan pendekatan yang
komprehensif dan terkoordinasi. Dari penegakan hukum yang ketat, edukasi dan penyuluhan,
hingga rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat, semua langkah ini bertujuan untuk
mengurangi penyalahgunaan narkoba dan membantu masyarakat hidup bebas dari ancaman
narkoba.

3.1 Upaya Pencegahan dalam Menekan Angka Kasus Narkoba Oleh Pemerintah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur adanya upaya pencegahan yang dilakukan
pemerintah terhadap peredaran narkoba yakni adanya pembentukan Tim Terpadu Pencegahan
dam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba. Penelitian ini mengamati bahwa upaya
pencegahan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya sesuai dengan
Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/102/2023 agar terwujudnya
pembinaan,pemeliharaan ketertiban umum terkait dengan peredaran narkotika,dan
mengendalikan,dan mengawasi pelaksanaan fasilitas P4GN.Sebagaimana tugas dari Tim
Terpadu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja tahunan yang mencakup program pencegahan,
pemberantasan, dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.Melakukan
pengawasan dan monitoring  terhadap pelaksanaan  program-program
pemberantasan narkoba di daerah.

2. Melakukan upaya pencegahan melalui deteksi dini kasus penyalahgunaan narkoba
di masyarakat.

3. Mengadakan tes narkoba secara berkala di lingkungan sekolah, tempat kerja, dan
komunitas untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan narkoba.

4. Mengkoordinasikan berbagai instansi terkait dalam upaya pemberantasan narkoba,
termasuk kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dinas kesehatan, dinas
sosial, dan instansi pemerintah lainnya.

3.2 Upaya Pengamatan dalam Mencegah Narkoba Dengan Menargetkan Kalangan yang
Rentan Narkoba.

Melalui pengamatan, individu dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang
lingkungan sekitar, perilaku manusia, atau fenomena alam.Kesatuan Bangsa dan Politik
melakukan pengamatan dan analisa terhadap orang-orang yang rentan terhadap
penyalahgunaan narkoba. Penegakan hukum tidak hanya menargetkan pengguna, tetapi juga
pengedar dan bandar besar, dengan harapan dapat mengurangi suplai narkotika di masyarakat.
Seperti remaja dan khususnya kalangan pelajar, untuk memberikan perlindungan dan
dukungan yang lebih dalam dalam upaya penanganan peredaran narkoba maka dari itu dalam
rangka menciptakan Kota Palangka Raya menjadi Kota yang tanggap terhadap adanya
narkoba,Pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan surat dukungan pelaksanaan kota
tanggap ancam narkoba Nomor 200.3.1 /790/BKBP/XI/2021 .Dimana semua SOPD



menyiapkan anggaran untuk melalukan sosialisasi dalam rangka Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik termasuk kedalam SOPD yang ikut berpartisipasi mengalokasikan
anggarannya dalam pemberantasan narkoba.Anggaran tersebut digunakan Badan Kesbapol
Kota Palangka Raya guna menyelenggarakan Pengembangan dan Pembinaan Kab/Kota
Tanggap Ancaman Narkoba.Adapun kegiatan yang diselenggarakan dari pengumpulan
anggaran guna fasilitas PAGN yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan giat
Rapat Koordinasi bersama BNN Kota Palangka Raya mendiskusikan program rencana
pelaksanaan giat PAGN dan Prekursor Narkotika.Melihat komunitas mana yang memang
dijadikan prioritas bagi mereka memberikan pembinaan dan penyuluhan lebih lanjut akan
penyalahgunaan narkoba. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari rapat koordinasi ini:

1. Sinkronisasi program dan kebijakan berfungsi untuk menyinkronkan program dan
kebijakan antar instansi yang terlibat dalam pemberantasan narkoba, memastikan
tidak ada tumpang tindih dan semua program berjalan sesuai dengan rencana.

2. Perencanaan strategis bersama untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba,
termasuk langkah-langkah operasional, program edukasi, dan kegiatan
lainnya.Serta mengevaluasi strategi yang sudah dijalankan dan melakukan
penyesuaian jika diperlukan berdasarkan perkembangan dan tantangan terbaru.

3. Berbagi informasi intelijen sebagai sarana pertukaran informasi intelijen terkait
jaringan peredaran narkoba, dan data statistik antar instansi.

4. Peningkatan pengetahuan platform untuk berbagi pengetahuan dan best practices
mengenai metode pencegahan dan pemberantasan narkoba yang efektif.

5. Membahas alokasi anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung
program-program  pencegahan dan pemberantasan  narkoba.Kemudian
Optimalisasi Sumber Daya guna penggunaan sumber daya yang ada untuk
mencapai hasil yang maksimal dalam upaya pemberantasan narkoba.

3.3 Upaya Pengumpulan Keterangan Sebagai Langkah Integrasi Dalam Menghentikan
Peredaran Narkoba.

Sebuah proses sistematis untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan berguna
guna memahami, menganalisis, atau menyelesaikan suatu permasalahan atau situasi
tertentu.Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya secara aktif berkoordinasi dan
bekerja sama dengan pihak berwenang, seperti kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN),
dan instansi terkait lainnya, dalam mengumpulkan keterangan terkait peredaran narkoba.
Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, kolaborasi dalam operasi lapangan, dan
penyelenggaraan kegiatan bersama berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor
188.45/105/2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu P4AGN Kota Palangka Raya Tahun 2022.

PETA JALUR PEREDARAN NARKOBA DI PROV. I(MTENG' = 2
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Pada  Keputusan Walikota terkait Rencana  Aksi Daerah terhadap
Pencegahan,Pemberantasan Penyalahgunaan,Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor
Narkotika (P4GN),Walikota Palangka Raya juga membuat rancangan aksi penyediaan data dan
informasi mengenai data PAGN dan pengungkapan kasus narkotika di Kota Palangka Raya.
Data-data ini penting bagi Kesatuan Bangsa dan Politik untuk merancang kebijakan,
merencanakan program, mengalokasikan sumber daya, serta melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan program P4GN dalam rangka mencapai tujuan pencegahan dan
penanggulangan narkoba di wilayah Kota Palangka Raya.Badan Kesbangpol bersama instansi
terkait menganalisa hal-hal termasuk pola peredaran narkoba, jaringan pelaku, jalur peredaran,
dan daerah-daerah yang rentan terhadap peredaran narkoba.Kemudian informasi laporan
evaluasi mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program P4GN oleh Kesatuan Bangsa
dan Politik, termasuk capaian-target, kendala-kendala yang dihadapi, serta rekomendasi untuk
perbaikan di masa mendatang.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Tingginya prevalensi stunting sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam mencegah dan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, memiliki peran penting dalam pencegahan peredaran narkoba. Salah satu strategi
utama yang digunakan adalah deteksi dini. Deteksi dini berperan penting dalam
mengidentifikasi dan mengatasi ancaman narkoba sebelum menjadi masalah yang lebih besar.
Berikut adalah beberapa temuan menarik terkait upaya deteksi dini ini.

Temuan Utama

1. Kerjasama Antar Lembaga

Kesbangpol bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti BNN (Badan Narkotika Nasional),
kepolisian, dan dinas kesehatan. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih
cepat dan akurat terkait peredaran narkoba.Implementasi sistem deteksi dini memerlukan
koordinasi yang kuat antara lembaga-lembaga ini, terutama dalam hal pengumpulan data dan
tindakan operasional.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi pelaporan berbasis smartphone membantu
masyarakat melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkoba secara anonim dan
cepat.Sistem basis data yang terintegrasi antara Kesbangpol dan lembaga terkait lainnya
membantu dalam analisis tren peredaran narkoba dan identifikasi titik-titik rawan.

3. Penyuluhan dan Edukasi

Program penyuluhan aktif di sekolah-sekolah, kampus, dan komunitas lokal bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba.Pelatihan bagi tenaga pendidik dan orang tua

untuk mengenali tanda-tanda awal penggunaan narkoba di kalangan remaja.

4. Penggunaan Media Sosial



Kesbangpol menggunakan media sosial untuk kampanye anti-narkoba, memberikan informasi
terkini tentang bahaya narkoba, dan cara melaporkan aktivitas mencurigakan.Media sosial juga
digunakan untuk mendekati generasi muda dan memberikan edukasi yang menarik dan mudah
diakses.

Tantangan dan Solusi

Kesbangpol menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya manusia dan
teknologi.Solusi: Pelatihan intensif bagi staf dan penggunaan teknologi yang lebih efisien dapat
membantu mengatasi keterbatasan ini.Kesadaran Masyarakat yang Rendah,masih ada sebagian
masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya pelaporan dini.Solusi: Kampanye yang lebih
agresif dan melibatkan tokoh masyarakat serta influencer lokal untuk meningkatkan
kesadaran.Metode peredaran narkoba terus berkembang dan menjadi semakin canggih.Solusi:
Peningkatan kapasitas intelijen dan pemantauan yang terus diperbarui untuk mengantisipasi
perubahan ini.

IV. KESIMPULAN

Penelitian secara menyeluruh terkait cegah deteksi dini dalam pencegahan peredaran narkoba
oleh Badan Kesbangpol di Kota Palangka Raya didapati kesimpulan bahwa Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sebagai pelaksana penanganan peredaran narkoba
melakukan mengupayakan upaya pencegahan,pengamatan,dan pengumpulan keterangan
dilaksanakan dengan baik. Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya telah melakukan fungsi
perlindungan masyarakat dengan program-progam sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
ada. Penelitian ini menyarankan membentuk Kelurahan Bersih Narkoba Kota Palangka Raya
guna memfasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk
pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, dan sektor swasta. Kerjasama
ini penting untuk mendukung program-program pencegahan narkoba dan meningkatkan
efektivitas upaya bersama dalam memerangi peredaran narkoba.Sosialisasi dilakukan secara
berkala dan terus-menerus untuk memastikan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap
resiko narkoba. Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan menambahkan anggaran untuk
semua program pencegahan narkoba seperti Tes Urine, Sosialisasi, Pembentukan Satgas
supaya pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat
dilakukan lebih rutin dalam pelaksanaannya agar maksimalnya pencegahan narkoba dan
menurunnya angka penyalahgunaan narkoba di Kota Palangka Raya,

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas waktu sehingga beberapa kegiatan tidak dapat diobservasi secara optimal
sebab penjadwalan yang dilaksanakan diluar waktu penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (future work)

Perlu adanya kelanjutan penelitian untuk menganalisis keberhasilan dan keberlanjutan semua
program yang diuraikan diatas untuk memantau penanganan narkoba di Kota Palangka Raya
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